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" Mengingat

' BUPATI KARANGANYAR
| PROVINSI JAWA TENGAH
o PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR 50 TAHUN o?olé’
| TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

bahwa dalam rangka menlngkatkan kuahtas dan o

men_]amm Vpenyedxaan‘ Pelayanan Pubhk serta untuk_

member’ikan perlindung‘an bagi Masyarakat dari

' penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ;.‘ a
o Pelayanan Pubhk ' perlupedoman , penyelenggaraan."
_APelayanan Pubhk yang men_]amm pelayanan berkuahtas o
 ;.-; termtegram dan berkesmambungan sebaga1 upaya
’ :_memberlkan perhndungan atas hak—hak pubhk L
f v'_.»'.bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkewajlban
B vmenyelcnggarakan Pelayanan Pubhk secara - terintegrasi
. dan berkesmambungan dalam upaya memenuhi harapan
. dan tuntutan masyarakat terhadap kuahtas Pelayanan
~ Publik; IR
bahwa berdasarkan A pertimbangan sél")agair‘nafia»
dlmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan .
o Peraturan Bupatl tentang Pcnyelenggaraan Pelayanan-‘ v
© Publik; = , B o
] Undang-Undang 5 Nomor . 13Tahun 1950 tentang
Pembentukan - Daerah daerah Kabupaten délarn;
| Lingkungan Prov1n51Jawa Tengah _ ' N
2. 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 'téntangr"”
s Pemenntahan Daerah _ (Lembaran Negara Republik

: -IndonCSIa Tahun 2014 Nornor 244 Tambahan Lembaran" o



Negara Repubhk Indonesxa Nornor 0587) sebagalmana o

telah dlubah beberapa kali terakhu‘ dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua' o

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara chubhk
| Indonesxa Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nornor 5679), :

3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang'
‘Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia-

 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara'

~ Republik Indonesia Nomor 5038),}2 o
| V4}."Peraturan Pernermtah Nornor 96 Tahun 2012 tentang
‘, - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

" tentang Pelayanan Pubhk (Lembaran Negara Republik "
Indonesia ’I‘ahun 2012 Nomor 215 ’I‘ambahan Lembaran :

| 'vNegara Repubhk Indone31a Nomor 5357), .

5. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lcrnbaran Negara Repubhk Indonesm
~Tahun 20016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Nomor 5887), | ‘

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

» Nomor 67); . ' ,’ - o
7. Peraturan Derah’ Kabupaten Karanganyar Nomor 12
| ' Tahun 2018 tentang Penyandang Dlsablhtas (Lembaran

N Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor- 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

o Norrior,QO)‘; - | o

o MEMUTUSKAN: L o ~
Mer‘_i_evtap‘kan :‘ PERA'I‘URAN BUPATI. TENTANG PENYELENGGARAAN
o | PELAYANAN PUBLIK | | - o



: BAB I g
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan |

R '2'..’[‘Perncr1ntah Daerah adalah adalah Bupat1 sebagal unsur |

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

penyelenggara Pemermtahan Daerah yang mem:mpm“‘ o

elaksanaan umsan Pemermtahan» yang menjadx

-kewenangan daerah otonom

: Bupat1 adalah Bupau Karanganyar Ll o C
. ;}‘Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya:'f' o
dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyatj Do
._;Daerah Kabupaten Karanganyar BT . “ .,
Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu bupat1 dan
: :‘liiDewan ' Perwakllan Rakyat f* Daerah ‘dalam 22
fv'v‘p°nyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadl'z-v_ R o
: fﬂ_kewenangan Dacrah e f_ R | N
. .""}}.’Badan Usaha M1hk Daerah yang selanjutnya dzsmgkat' ‘,
"-‘,v‘-»‘:BUMD adalah Badan Usaha yang dldlrlkan oleht -
 Pemerintah_ Kabumten B Karanganyar baik yang
berbentuk Perseroan 'I‘erbatas maupun Perusahaan',‘]‘ SR
”--’Daerah S e | |
. Pelayanan Pubhk adalah keglatan atau rangkalan ';
keglatfdn dalam rangka pemenuhan o kebutuhanf”i,ln.
pelayanan sesual ketentuan peraturan perundangf';'f"- B
f_f’undangan bag1 setlap warga negara dan penduduk atasjf R 1
ﬂf}‘barang, Jasa, dan/atau pelayanan admlmstratlf yang B
- %d1sedlakan oleh Penyelenggara Pelayanan Pubhk _ |
Penyelenggara : Pclayanan B Pubhk yang selan;utnya
dxsebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah dan-i -
BUMD yang mcmbawah1 pelaksana Pelayanan Pubhk .
Pelaksana Pelayanan Pubhk yang selanjutnya dlsebut:‘ R
: Pelaksana adalah pejabat pegawal petugas, dan setlap;vil- -

" 7’-orang yang bekerja di’ dalam orgamsasa1 penyelenggara:_‘- I

- tYang bertugas melaksanakan tlndakan atau serangkalan

B tmdakan Pelayanan Pubhk



10,

11.

12

Penanggung Jawab Pelayanan Pubhk adalah Sekretarls

Daerah atau pejabat yang dltun_]uk v ' |
Sistem Informasl Pelayanan Pubhk adalah si;stem}
mforrnasi' ‘yang R mengmtegrasnkan_ pengumpulan

pengelolaan dan pelayanan informasi publlk

Kmerja adalah gambaran mengena1 tmgkat pencapaian
sasaran ataupun tuJuan Perangkat Daerah dan BUMD
sebagal penjabaran dari visi, mISI serta strategi

Perangkat Daerah dan BUMD yang menglndlkasxkan,

' tmgkat keberhasﬂan dan kegagalan pelaksanaan

13

keg1atan sesuai dcngan program dan kebgakan yang '
d1tetapkan ' '

Masyarakat adalah seluruh plhak baxk warga negara :

- maupun penduduk, sebagai orang - perseorangan,

- 14,

kel()mjjok atau badan' hukum yan'g' berkedudukan
sebagal penerlma manfaat Pelayanan Publik, balk secara
langsung maupun tldak langsung ' .

Standar Pelayanan. Pubhk adalah tolok ukur yang

dlp_ergunakan ~sebagai pedoman‘_; 'penyelenggaraan .

* pelayanan - dan acuan gpgnilaian, kualitas} pelayanan

sebagai kéwajiban dan janji ‘Pcnyeleng‘gara kepaida

| ‘rnasyarakat dalam rangka pelayanan yang berkuahtas_ '

" 15.

cepat mudah terjangkau dan terukur o
Maklumat - Pelayanan adalah pernyataan tertuhs ‘yang’

berisi keseluruhan r1nc1an kewa_llban dan _]al‘ljl yang

terdapat dalam standar pelayanan L

16.

o1

Pertanggung;awaban ‘ Pelayanan o Publik' " adaiah'
perwujudan kewajlban Penyelenggara Pelayanan Publik
untuk mempertanggung;awabkan kepada masyarakat

mengenal pencapalan tu3uan yang telah dltetapkan

'melalul mekamsme pertanggung]awaban secara perlodlk )

Surve1 Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara
komprehens1f keglatan ' tentang ‘t“mgkat kepuasan
rnasyarakat yang dlpe_roleh dari hasil »pengukuran atas

pendapat masyarakat dalam mémperoléh pelayanan dari

. Penyelcnggara Pelayanan Publik menggunakan mdlkator.

dan tekmk survcx sesual kebutuhan



’ 18 Pengaduan adalah pembefitahuahl da‘ri”' péherinﬁa

K pelayanan yang berlSI mforma31 tentang ketxdaksesualan’ . :

- antara pclayanan yang dlterlma dengan standarv

' pelayalnan yang telah dxtentuk@n o

. BABI
~ . TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk bertujuan

a.

mewujudkan batasan dan hubungan yang Jelas tentang S
hak, tanggung jawab kCWajlban dan kewenangan

* seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan' -

Pelayanan Publik;

. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelayanan Pubhk'“f

 yang Iayak sesuai dengan asas-asas umum pemermtahan B

‘dan korpora31 yang balk

- mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publlk sesuai

- dengan peraturan perundang undangan dan

..mewu_]udkan perhndungan dan kepastlan hukum baglv .,

‘ ) masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

o

BAB 1
RUANG LINGKUP

. o ‘PasaiS | :
Ruang hngkup Pelayanan Publik mellputl semua bentuk o

_ pelayanan yang berkaltan dengan kepentingan pubhk ‘

- yang dlselenggarakan oleh Pemenntah Daerah.

(2)

Penyclenggaraan PeIayanan Pubhk sebagaxmana =

* dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelajanan barang publik;

b. pelayanan jasa pubhk

c. pelayanan admlmstratlf

(1)

g Pasal 4

Pelayanan barang publik sebaga1mana d1maksud dalam

‘Pasal 3 ayat (2) huruf a,rnghputl p‘engad‘aan/ penyedlaan



dan penyaluran barang pubhk yancr dllakukan oleh.
penyelenggara yang sebagxan atau seluruh dananya_‘
~ bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja"
Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (APBD). | o
(2) Pelayanan atas jasa publlk sebagalmana dlmaksud_f
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mellputx penyedlaan jasa
pubhk oleh penyelenggara ‘yang sebagxan atau
seluruhdananya bersumber dari APBN dan / atau APBD v
~ (3) Pelayanan’ adrnmlstratlf sebagalmana dimaksud dalam: .

- Pasal 3 ~ayat (2) huruf c mehputl tlndakan administratif .

Pemcrmtah Daerah yang - dxwa_]lbkan dalam rangka'? '
. mewujudkan : perl_mdungan ' prlbadl, keluarga,v g
kehormatan, mar_tabat dan harta benda.

o BAB v | :
'PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
DAN PELAKSANA :

- ~Bagian Kesatu. o

vP’embin‘a dan Penanggung jawab

. : ”“"Pasaul‘S“ -
(1) Pembina penyelenggaraan Pelayanan Pubhk adalah -
. Bupat1 . - B
(2) Pemblna : seba'gair'-rléha' dlmaksud pada ‘ayat (1)
v melaksanakan pembmaan, pengawasan dan evalua81 ;
terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publxk yang' |
dxlaksanakan oleh Penanggung Jawab '

| PaSal 6

' v(l) Penanggung jawab Penyelencgara Pelayanan Pubhk |
“adalah Sekretaris Daerah L o
| (2) Penanggung Jawab sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) .
mernpunya: tugas ‘ ' ; O : -

‘a. menyusun kebljakan penyelenggaraan Pelayananj ‘

. Pubhk '



- b, mengkborciinasikan - g peléksanaaﬁ l&ebijakan'
| '.}Pelayanan Publik; = o
) c."melaksanakan o momtormg ‘dan - evaluasi
o penyelenggaraan Pelayanan Pubhk dan | |
: d rnelaporkan | kepada pembma penyelenggaraan}
: Pelayanan Publlk D a

Babgiar-l_erdila

" . Penyelenggara |

Pasal 7 . ,
(1) Penyelenggara Pelayanan Pubhk adalah Perangkat
Daerah dan BUMD ) :
(2) Perangkat Daerah dan BUMD bebagalmana dlmaksud
| pada ayat (1) Wa_]lb menyelenggarakan Pelayanan Pubhk
: sesuai dengan tugas pokok dan fungsmya o
(3) Penyelenggara Pelayanan Pubhk sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) mempunya1 tugas
a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan
| "Publik sesuai dengan ‘kewenangannya;‘ o .
b.’.[rner‘lgkOOrdinasikah | penyeleﬁggaféan - Péléyanan
' Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Pubhk pada
"','setlap Perangkat Daerah ’ |
c. rnenyusun dan menetapkan Standar Pelayanan N
Publik; L . .
d. menyusun, mehétapkain,_' vd‘an ' mempublikasikan.
i Maklumat Pelayanan, o -
e.‘”: menyedlakan sarana, prasarana, dan/ atau fasﬂltas
| Pengaduan pada setlap unit Pelayanan Publik;
. f mcnanggapl dan mcngelola Pengaduan masyarakat_
- melalui mekamsme sesuax ketentuan peraturan:
perundang—undangan | ‘
. g. melakukan cvaluasx_ penj}‘é:ienggaraari:'-v Pelayanan
| pubnk;dah', R S
h. m.é’lapoxn'k}ah périyélehggaraan Pelayanan Publik

 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



" Bagian Ketiga

. :Pelaksana L

| Pasal 8

(1) Pelaksana rnernpunyal tugas melaksanakan tlndakan

atau serangka1an tmdakan Pclayanan Publik sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik.

2) Pelaksana dalam melaksanakan Pelayanan Pubhk harus

menjunjung tmgg1 perllaku dan etika pelayanan |

(3) Perilaku Pelaksana Pelayanan - Pubhk sebaga1mana

dlmaksud pada ayat (2) adalah scbagal berlkut

‘a.
b.

adil dan tldak dlsermmauf
cermat; '

. tegas andal dan txdak membenkan putusan yang

berlarut-larut

. profesxonal

e. tidak mernpersuht

f. merahasiakan mformasx atau dokurnen yang Wajlb

j

dirahasiakan sesuai vdengan peratu_ran perundang-

’ undangan,

tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta .

' fasﬂltas Pelayanan Pubhk
. membcnkan 1nforma31 yang benar dalam menanggap1

permmtaan 1nformasn serta proaktlf dalam memenum

kepentmgan masyarakat

tidak menyalahgunakan 1nforma31, Jabatan dan / atau o |
’ kewenangan yang dimiliki; dan '

tidak menylrnpang dari prosedur

 (4)  Perllaku Pelaksana Pelayanan Pubhk sebagaimana

‘dxmaksud pada ayat 2 dllaksanakan dengan etika -

pelaksana yang menjunjung t1ngg1 nilai- nilai Kepatutan

N11a1~n11a1 Kepatutan sebagalmana dxmaksud pada ayat

(4) dltunjukkan dengan pelayanan yang ramah sxmpank

- dan humams



)

-~ (2)

&)
(@)

o)

' BABV o
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu -

. 'S'ta_ridar_ Pelayanan _ .

Pasal 9

Penyelenggara’ Pelayanan | Pubhk Wajlb menyusun

- Standar Pelayanan Pubhk sebagal dasar penyelenggaraan
 pelayanan. '

Pcnyusunan Standar Pc]ayanan Pubhk scbaga1mana
dlmaksud pada ayat (1) menglkutsertakan Masyarakat'-
dan pihak terkalt dengan memperhatlkan peraturan '
perundang-undangan kemampuan - penyelenggara,

. kebutuhan Masyarakat dan konchsl lmgkungan :

Standar Pelayanan Pubhk sebagalrnana dimaksud pada

‘ayat - (1). .ditetapkan dengan . Keputusan ~Kepala - :

Penyelenggara Pelayanan Pubhk .
Setiap  penyelenggara Pelayanan j Pubhk harus
bcrpedoman pada " Standar : Pelayanan - Publik

- sebagaimana dlmaksud pada ayat ( )

Komponen Standar Pelayanan Pubhk sebagaumana

dimaksud pada ayat (3) terdiri dar1 ’ .

a. Komponen Standar Pelayanan Pubhk yang terkalt
dengan proses penyampalan pelayanan (servzce pomt)
| rnehputl ' '

persyaratan, -

sistem, mekamsme dan prosedur,

jangka waktu penyelesalan - '

biaya, tarif dan rinciannya;

produk pelayanan dan

'9\.0‘:“9’!0:“

penanganan Pengaduan © saran dan

masukan / apre siasi.

| b ,Komponen Standar Pelayanan Pubhk yang terkait -

| Vdengan proses pengelolaan pelayanan (manufactunng)
: ‘mehputl |
1, Dasar hukum, _
| 2. A_Sarana dan prasarana;



- (6)

1)

(2
| 'dltetapkan dengan Keputusan Kepala Penyelenggara
Pelayanan Pubhk -

(1)

(2)

Kompetensi pelaksana; B
Pengawasan internal;
‘ Jumlah pelaksana,‘

: Jamman pelayanan

N w s

) Jamman keamanan dan keselamatan pelayanan, |
dan

8. EValuasi Kinevxja’pélakéaha.ﬂ

Format pe’nyuéunar‘r ‘Standar 7Pélayané.n a Pubhk

sebagalmana dlmaksud pada ayat [3) tercantum dalam’ - -

Lamplran huruf A yang merupakan baglan txdak‘

A terplsahkan dar1 Peraturan Bupan 1n1

| 'Bagian Kedua -

"Prosedur Pelayanan

' Pasal 10

-Penyele‘nggaré Wajlb 'menyusun dan’ meﬁetapkan
prosedur Pelayanan dengan memperhatlkan Standar

‘Pelayanan yang telah ditetapkan. -

Prosedur pelayanan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1)

o v Bagiaﬁ Kei:iga ;

Maklumat Pelayanan

~ Pasal 1'1' ‘ :
Penyelenggara Wa_]lb menyusun dan menetapkan
Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan

kesanggupan Penyelenggara daIam melaksanakan'

'} pelayanan sesuai dcngan Standar Pelayanan Publik serta ’

dlpubhkasxkan secara -jelas dan mudah diakses oleh

Masyarakat

»Format Maklumat Pelayanan sebaga1mana dlmaksud‘

pada ayat (1) tercanturn dalam Lamplran huruf B yang' |
merupakan baglan tldak tcrplsahkan darl Peraturan

Bupatl ini.



(1)

Bagian Keempat »; e
. Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Pasal 12 | |
Dalam | rangka memberikan dUknngan informasi.

terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pubhk harus = -

' dlselenggarakan Slstern Informasx Pelayanan Pubhk
@ ! |
. dimaksud pada ayat (1) dlkelola oleh petugas pengelola* '

Sistem Informasx Pelayanan Pubhk sebagalmana _

l‘1nforrna51 pubhk atau Pejabat Pengelola Informa31 dan

(3)

Dokumenta31 (PPID)

'Slstem Informasn sebagalmana dlmakoud pada ayat (1)

berisi semua mformasx Pelayanan Pubhk _yang berasal

~ dari ,penyelengga_ra dan - informasi pubhk lainnya -

@)

sebagaimana peraturan . perundang-undangan - yang
berlaku. | ._ - ' |
Penyelenggara mengelola 31stem mforma31 ba1k berupa_

sistemn mformasx elektromk maupun ‘non elektromk |

i 'pahng Sedlklt berisi tentang

a.. proﬁl penyelenggara yang mehputl nama Perangkat
| ,D'aerahv,v Pelaksana, - anggaran penyelenggaraan,
| alamat Pengaduan,' " nomor ‘telepon, dan pos

o elektomk (email};

b .proﬁl pelaksana yang rnehputl pelaksana yang

',_bertanggung Jawab alamat Pengaduan,. nbmpr

;telepon, dan pos-elektromk (email);

Coe ‘Standar Pelayanan Publlk yang berls1 1nforma31 yang

lengkap tentang keterangan yang menjelaskan 1eb1h

- rinci isi Standar Pelayanan tersebut

d. Maklumat Pelayanan yang bensx 1nforma51 lengkap e

pemyataan kesanggupan Penyelenggara, .
e. 'pengelolaan Pengaduan yang bensl ‘vlnformasiv‘
lengkap proses penanganan Pengaduan mu]a1 darr
' ":tahap . penyeleksaan,' penelaahan, . dan :
A,v‘pengklaslﬁkaSJan ‘ sarnpal_ dengan  Kkepastian
" penyelesaian Pengaduan; dan o :



“ f pemlalan Kmer]a yang ber1s1 1nforma31 hasil

vpelaksanaan penilaian penyelcnggaraan pelayanan
yang dllakukan oleh Penyelenggara sendiri, bersama

o dengan pxhak lain, atau oleh pihak lain atas
_ permmtaan penyelenggara ' untuk mengetahm
gambaran Klnerja pelayanan dengan menggunakan
metode pemlalan tertentu. ' ’

Penyed1aan ‘ 1nformasx ‘harus .d‘apat‘ diaks'e-s'v oleh :

. masyarakat secara mudah cepat dan murah

(6)

Sistem Informasx ~ Pelayanan Pubhk sebagalmana
, dlmaksud pada ayat (1) dapat d11ntegra31kan dengan

Sistem 1nforma51 dan dokurnenta31 pada setlap Perangkat

- Daerah o

w

“pelayanan pubhk secara efektlf eﬁswn transparan,_

Bag1an Kellma B

' Sarana dan Prasarana Pelayanan o

Pasal 13 )

vPenyelenggara menyedlakan sarana dan prasarana.

“'a.kuntaibel dan berkesmambungan serta bertanggung -

jawab tcrhadap pemehharaan dan/atau pengganhan

(2

‘sarana dan/ atau prasarana ‘pelayanan pubhk

Penyelenggara melakukan pcngadaan sarana dan/atau‘ o

v'f_j"f’prasarana guna penyelenggaraan pelayanan pubhk’v

. berdasarkan keb_ut_uhan pnorltas ..sesual ., dengan

_peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan

~ prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas,

‘dan berkesinambungan sesuai kemampuan Pemerintah

- Daerah.

(3)

Penyelenggara membemkan laporan kepada Penanggung

~ Jawab mengenaz kondlsz dan kebutuhan sarana

| -_dan/atau prasarana pelayanan pubhk sesuau dengan

~tuntutan kebutuhan standar pelayanan. .




v Pasal 14 S |
Penyelenggara f dilarang memberlkan f" izin dan/ atau '

membiarkan p:hak lam rnenggunakan sarana dan/atau

‘prasarana Pelayanan Pubhk yang mengaklbatkan sarana o

dan/ atau prasarana Pelayanan Pubhk t1dak berfung31 atau

g tidak sesua1 lag1 dengan peruntukannya

_ » Pasal 15 o
Penyelenggara yang bermaksud rnelakukan perbalkan“fvﬁ ;
sarana, prasarana, dan/ atau fa51l1tas pelayanan pubhk wajib -
mengumumkan dan mencantumkan batas’ waktu
vpenyelesalan pekerjaan secara Jelas dan terbuka dan
dllarang mengaklbatkan terhentmya keglatan Pelayanan}}
pubhk ' ' '

* Bagian Keenam . .
Pela_yana'n Khusus o

: o L } ‘Pasal 16 )

‘ (1) Penyelenggara waij menyechakan sarana dan prasarana '

 serta rnemberlkan pelayanan dengan perlakuan khusus

kepada penyandang cacat dan Masyarakat berkebutuhan -
khusus. o : N ,

(2) Sarana | dan/atau ‘prasarana Pelayanan Publik

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllarang d1gunakan

oleh orang yang tldak berhak

| PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

 Bagian Kesatu

Pembentukan‘ Unit Penanganan Pehgaduan -

, , Pasal 17 .
(1) Pcnyclenggara Wajlb - membentuk .Unit  Pengaduan
Pelayanan Pubhk o ' o



(2) Unit Pehgedueri sebagairvriané'dimaksud' pada ayat (1)
harus menyedlakan sarana Pengaduan, yang palmg
| sedikit terdiri dari: :
a. Nomor telcpon, | _
b. pesan layanan smgkat (short message servzce (SMS)),
| c. ‘website; ' '
d. email; dan . -
e.- kotak Pengaduan. - . :
(3) Unit Pengaduan sebagaxmana dunaksud pada ayat (1)
terintegrasi dengan ‘umt pengel_ola mform_asx publik.

‘ Baglan Kedua -
: Pengaduan

- : _ Pasal 18 : .

(1) Pengaduan Pelayanan Publik dlsampalkan kepada Unit

R Pengaduan Pelayanan Pubhk melalui- surat, telepon,
pesan layanan singkat (short message service (SMS)),
email, dan’ sarana lamnya atau datang langsung ke umt‘
Pengaduan ' v o : . ,

(2) Dalam menyelesalkan Pengaduan Masyarakat Unit -
Pengaduan Pelayanan Pubhk harus memperhatlkan hal-
hal sebagai berikut: ’ -

 prioritas penyelesaxan Pengaduan, I

. penentuan pejabat yang menyclcsalkan Pengaduan .

- prosedur penyelesalan Pengaduan;

. rekomendasi penyelesalan Pengaduan; 3

| pernantauan dan evalua51 penyelesalan Pengaduan

-pelaporan proses dan hasﬂ penyelesalan pengaduanu

. kepada plmpman dan -

g. penyampalan has1l penyelesalan Pengaduan

™ e Qe TP

Baglan Ketxga
Penanganan Pengaduan

- "Par‘ag'réf_ .' 1
Pasal 19

(1) Penanganan Pengaduan d1lakukan oleh penyelenggara a
. pelayanan atau umt tekms penyelenggara pelayanan




(2) Penanganan Pengéduan ':’ “ masyérakat sebagaxmana -

S

.:‘ _(2)

@

® a0 o

dunaksud pada ayat (1) dllakukan melalux tahapan
a. pencatatan ' : S : _

. penelaahan, _
i penyaluran »
tanggapan /pen anganan dan
' pengarsxpan
‘Parégf‘af 2
- Pencatatan =
Pasal 20

Pehcatatan' Pengaduan : masyarakat ' sebagaimanav |

dimaksud dalam Pasal 19 ayat @ huruf a dilakukan oleh |
petugas layanan Pengaduan _ ‘
Pencatatan __ Pengaduan : masyérakat ' sebagaimana o

dimaksud pada ayat (1) . meriggunakaﬁ formulir

'sebagaimana tercantum pada ‘Lampiran huruf C

Peraturan Bupatl 1n1

Pengguna layanan pubhk menenma tanda - bukti

. Pengaduan dar1 petugas pencatat sesuai dengan formulir-

@

sebagaimana tercantum pada - Lamplran huruf D -
Peraturan Bupati ini.

Pengaduan yang alamatnya Jelas, segera dljawab oleh

o umt Pengaduan secara tertulis dalam ‘waktu pahng

lambat 14 (ernpat belas) ha:rll kerja sejak surat

o Pengaduan dltenrna

| (,1.) |

" f"_*Parag”fat" 3

‘ ﬂ Penc_el;aahan . .

' Pasal 21 ‘
Penelaah 1nforma51 Pengaduan sebageumana dlmaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b d1lakukan oleh petugas :

penelaah guna mengldentlﬁkam permasalahannya

: ke_lelasan 1nforma31, kadar pengawasan serta langkah-

langkah penanganan sclanjutnya



(2)

Penelaahan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1),
dllakukan dengan: ' '

a. merumuskan inti rnasalah yang dlaaukan '

= b menghubungkan materx Pengaduan dengan peraturanv .

)

- yang relevan;

c. rnenelltx dokumen dan / atau 1nforma31 yang dlterxma,

d. menentukan apakah Pengaduan yang dlterlma .
~ berkadar pengawasan atau  tidak - berkadar -
’ pengawasan dan . . |

e. melengkapl data/ mforma51 yang dlperlukan

_ _Paragfaf 4 o

'Pény‘éluran Lo

~ Pasal 22

Penyelesaxan Pengaduan sebagalmana dlrnaksud dalarn',f o

Pasal 19 ayat'(2) huruf c dllakukan terhadap Pengaduan-, )

yang telah dltelaah oleh petugas penelaah kebljakan o

: publlk penyelenggara/umt | ‘penyelenggara tekms_v

@

pelayanan untuk mendapat tanggapan /Klarifikasi.
Pengaduan yang secara substansial bukan menjadi -~

kewenangan o penyelenggara o terkait uvntuk:

: menyelesalkannya, - Pengaduan : t”érsebut‘ “akan "

- @

@

d1salurkar1/ d:teruskan kepada plhak pxhak terkalt yang . |
berwenang untuk menangam . ‘
Apablla terjadl kesalahan penyaluran dan / atau lamplran'; -
surat penyaluran ~yang tidak _ sesuai, ,,maka‘ -
penyelénggara/umt teknis penyelenggara " peléyanar{ |
waub ‘segera, mengembahkan keseluruhan berkas}
penyaluran kepada unit Pengaduan .

Dalam rangka melindungi plhak pelapor, petugas dapat »

meraha&akan | kemungkman dapat dlketahumya.

1dent1tas pelapor dengan tldak mencatumkan 1dent1tas

pelapor dalam penyaluran ~dan menutup identitas

pelapor yang terdapat dalam surat Pengaduan




(1)

Paragraf 5

o ’Tanggapan/f?éhangahan_

, v Pasal 23 o ‘
’I‘anggapan/ penanganan | Pengaduan : mésyafakat -
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d

dlselesalkan melalui pembuktxan lebnh lanjut mela1u1 .

. klanﬁka& konnrmaSI audxt atau prosedur lamnya yang.

dlpandang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku

v(2) Tanggapan / penanganan dllakukan sebagau berlkut

a. _memlnta data/ bukti dan pen_jelasan baik secara hsan o
- maupun tcrtuhs kepada plhak-plhak terkalt dengan

.permasalahan Pengaduan, L

| .b.f‘rnelakukan pemlalan terhadap permasalahan yang"

'dladukan dengan rnengacu pada ketentuan yang |
berlaky; - . | ”
c. membenkanv ténggapah/ pénanganah sesuai deng“a’n
 standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku; dan

d. 'menyusun laporan penanganan Pengaduan

bfv(3) 'I‘anggapan/penanganan Pengaduan yang telah dlsusun

@)

oleh umt ' penyelcnggara  teknis pelayanan _,

dlsalurkan/dlteruskan kepada petugas pencatat untuk
dlsampalkan kepada pengadu o

Mekanxsme penanganan PengadUan 'masyarakatv‘

sebagalmana tercantum dalam Lamplran huruf E yang

' merupakan baglan tldak terplsahkan dari- Peraturan»'

B "

Bupat1 1n1

 Paragra(6

. Pengarsipan, |

Pasal 24

Pengar31pan laporan penanganan Pengaduan masyarakat' .

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e

dlSlmpan pada ternpat yang aman berdasarkan‘

v k1a31ﬁka31 jenis masalah serta urutan waktu pengaduan

sesual dengan tatacara pengarsxpan yang berlaku



(2) Ar51p ar31p pengaduan berkadar pengawasan dan';ﬁ

hatl

ber31fat raha31a agar dlslmpan dengan aman dan hatl-

(3) 'I‘erhadap permmtaan 1nformas1 tentang Pengaduan yang'iv L S

dlajukan oleh masyarakat dapat dlberlkan kecuah" R

Inforrna31 | yang d1rahas1akan " rnenurut Pel,'aturan

perundang-undangan

S s BABVIL S
el HUBUNGAN DAN KERJASAMA ANTAR PENYELENGGARA i

Pasal 25

L dan / atau pendukung pelayanan

Pasal 26

. 'sebaglan Pelayanan Pubhk

" "vﬁijalam rangka A memngkatkan | eﬁsxen31 dan efektlﬁtas )
',‘Pelayanan, dapat d11akukan kerjasama antar pcnyelenggara T

yang berkaltan dengan tekms operasxonal pelayanan o

'5“-'5(1) Penyelenggara Pelayanan Pubhk dapat mélékﬁkaﬁ,"v-j‘.-."_,f o

e 'ker]asama dengan plhak lam dalam bentuk penyerahan’j'

o (2) _KerJasama sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) untuk"j R

= penmgkataan Peldyanan Pubhk dan t;dak boleh._‘ IR

menambah beban bag1 rnasyarakat memperpanjangv;f}‘ '.‘,1.-“':'

i : | ,, Publlk

S BABVIII S
EVALUASI DAN PELAPORAN ) o

Bagxan Kesatu -

Evalua&

Pasal 27

v’ (1) Penyelenggara wa_]lb melakukan ei‘ralua:s,i" ; Kinerja‘

penyelenggaraan Pelayanan Pubhk secara berkala sekali

dalam 1 (satu) tahun S

= v,_:,waktu pe]ayanan serta mempersuht akses Pelayananf::"‘_-



'7,(2) 'Evaluam Kmerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘ o
. berdasarkan hasﬂ Survei Kepuasan Masyarakat |
' 4:,,(3) Berdasarkan hasﬂ evaluas1 sebagalmana dlmaksud pada’ -
S penmgkatan kapasztas pelaksana

'pada ayat (1) Penanggung Jawab wapb mclakukang

R :._:oleh penyeI(’:l'lggﬁU‘"ﬂl U

PR (satu) tahun

e Bagxan Kedua L

Pelaporan :; : BRURE R

s S Pasa128 B v
S o (“1)- Penyelenggara Pelayanan Pubhk Wajlb melaporkan', B

R ayat (2),= Penyelenggara wa_|1b -melakukan upaya‘bf» B
(4) Berdasarkan evalua81 Kmerja sebagalmana dlmaksud
o ‘pen11a1an Klnerja Pelayanan Pubhk yang dllaksanakanf_, SRR

i (5) fPemlalan Pelayanan Pubhk sebagalmana d1maksud pada:"}" .

"’A?}'-jayat (4) dllaksanakan sccara berkala sekah dalam e o

‘penyelenggaraan. Pelayanan . Pubhk yang menjadl ! "

"tanggung Jawabnya kepada Bupat1 selaku pembma

Pelayanan Pubhk melalm Sekretarls Daerah

S : (2) : Laporan penyelenggaraan Pelayanan Pubhk sebagalmana

";ff*‘"'dlmaksud pada ayat (1) termtegras1 dengan laporan,f, o o

v s standar pelayanan mmunal mernuat hal hal sebagal":'?
: "-5’.”';",'ber1kut , R L T

o penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

asaran yang mgln dlcapal oleh Penyelenggara e

S Pclayanan Publik dalam bentuk strategl pelayanan

a pendahuluan yang mémdat garnbaran , umumfﬁ_ )

vrencana strategl yang memuat gambaran smgkat;’ o

,,':{c.‘vfﬁ.}Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk mernuat uralan o

L langkah antlslpatxf yang dlambﬂ o
3 d .'akuntablhtas keuangan yang menya_ukan alokasx dan

R ’reahsasx anggaran, S .

: "T»»-’tentang keberhasﬂan atau kegagalan, -
L ‘:hambatan /kendala dan permasalahan yang d1hadap1 | S

”v'v,“dalam melaksanakan standar Pelayanan Pubhk serta' SRS



A ~ dan - LR
. jlamplran lamplran terdm dan : o _
R 1 standar dan Maklumat Pelayanan, o S

2 hasxl Survel Kepuasan Masyarakat dan .

3 hasﬁ pengelolaan Pengaduan pelayanan

e penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran;

:(3) Laporan penyelenggaraan Pelayanan Pubhk sebagalmanaj‘vif‘

’ d1maksud pada ayat (1 dllaporkan setlap 1 (satu) tahuni;f‘i"i e

- sekah

o BAB IX o
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bag1an Kesatu

IR Pemblnaan

Pasal 29

::(1-)-'Pemb1naan atas penyclenggaraan pelayanan dllakukan';_;‘:‘;"_}}gf

s v_,“SeCdra berjenjang dan berkesmambungan pa.da setlapv»:vf_f”."‘

SR _vpenyelenggara sesual dengan’ tugas POkOk dan f‘mgSl‘

s vmempertahankan mutu pelayanan

Sk pelaksanaan pelayanan L

Bagxan Kedua LT e

Pengawasan

Pasal 30 |

dllakukan secara mternal dan eksternal

o ;";'(1) dllakukan oleh

atasan langsung dan

b pengawas fungsxonal yaltu Inspektorat Daerah

':".".1‘;.‘.V:”masmg-masmg dalam rangka B menmgkatkan danf"".'
"'_fi: (2) Pernbmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), ; - .
e mehputl pengembangan 31stem pemberdayaan manusxa'z

' dan Jarmgan kerJa Yang dxlaksanakan melalm koord:na51. RS

ifantar penyelenggara pelayana.n terkait serta evaluas1

| :,vPengawasan penyelenggaraan Pelayanan ’}. :Publik S

o : Pengawasan 1nternal sebagalmana dunaksud pada ay'at; L B



(3) Pengawasan eksternal sebageumana dlmaksud pada ayat o

(1) dilakukan oleh: - ‘ _
a ~vMasyarakat berupa léporé’ri’ ~atau ‘Pengaduéh 5

Masyarakat dalam. v‘penyeleriggaraaﬁ Pelayanan

Publik; |
v ,,b° Ombudsrnan, dan o
‘c. DPRD. o

BAB X |
PERAN SER’I‘A MASYARAKAT

Pasal 31 ) N v _

(1) Masyarakat dapat turut serta berperan aktlf dalam :
penyelenggaraan Pelayanan Publik.

(2) Peran serta Masyarakat Sebagalmana dlmaksud pada

' ayat (1) dxwujudkan dalam bentuk kerja 'sama,

pemenhhan hak dan kewaijan Masyarakat serta peran»

- aktif dala}rln penyusunan kebljakan‘ Pelayanan Publik. - -

o  BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

'. Pada saat Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku semua
.-‘penyelenggara yang: . e . .

" a belum mem111k1 Standar Pelayanan, Wa_]lb menyusun,
| rnenetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling
| ‘lama 6 (enam) bulan Sejak berlakunya Peraturan Bupati

| Cini;dan B o - R
b telah memlllkl Standar Pelayanan Wajlb menyesualkan
| dengan Standar Pelayanan sebagalmana dlmaksud dalam |

~ Peraturan Bupat1 1n1 ‘dan memberlakukan paling lama 6

(enam) bulan se_;ak berlakunya Peraturan ngatl ini.



BAB XII |
'KETENTUAN PENUTUP

B Pasal 33 _
Pefatura'n Biipati v'ihi mulai berlaku pada - tanggal
diundangkan. o |
Agar sétiépf orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyav ’

dalarn Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di‘ Karanganyar
* pada tanggal /0 D/(Mk’/lr do/8

Dlundangkan di Karanganyar

‘pada tanggal /9 anw b olO/(f




 LAMPIRAN - A
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR . Jo TaHuy 2018
TENTANG .~ = o
- PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
A, STANDAR PELAYANAN PUBLIK .
~ STANDAR PELAYANAN ......... (diisi sesuai jenis pelayanan) (% "_

Dasar Hukum : .............. e

[ dasar hukum;

v2 persyaratan;

3 |sistem, mekanisme, dan prosedur;

4 |jangka waktu penyelesaian; -

5 |biaya, tarif dan rinciannya;

6 | produk pelayanan;-

7 |sarana, prasarana dan/atau fasilitas; '.

8 | kompetensi pelaksana;

“ |9 | pengawasan internal;

V10 penanganan pengaduan;

11 jumlah pelaksana;

12 | jaminan pelayanan;




13 |jaminan keamanan dan keselamatan

- | pelayanan; dan

14 | evaluasi kinerja pelaksana.

| *) Unsur-unsur dalam Standar Pelayanan dapat dlkembangkan sesuai

dengan Jems pelayanan yang akan dlbuatkan standar

~ B. MAKLUMAT PELAYANAN

* Contoh MAKLUMAT PELAYANAN :

' (KOPSURAT) .

' MAKLUMAT PELAYANAN

'- “DENGAN INI, KAMI MDNYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITE’I‘APKAN

DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS UNTUK
DAPAT.MEMB_ERIKAN JAMINAN PELAYA'NAN YANG LEBIH BAIK.” _




enerima pengaduan

Masyarakat

\

- Identifikasi & -

klésiﬁkasi keluhan

~ Direspon

Keluhan diteruskan
kepada unit teknis
- penyelenggara

pelayanan yang
- dituju

- Masyarakat

S

" Tindak Lanjut

' Feéd béck'ke |
. masyarakat

© C. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT -

engadu

"‘Tiﬁak

 dari Unit

' menerima Tanggapan |-

“selesai



'D. FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK .

KOP SURAT PENYELENGGARA PELAYANAN
FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
No. Pendaftaran : . . . . . . e

Nama s eseaun et ees s e en e Ie st eatertsteeeederaneanterstrratstetereeisianarnen
Alamat B A
am L heeneeserectercetetresacreanerottaterateatstsreoiteioriorsastiretretonsonanne
. ' . : ) Lo .
Pekcr:laan . o FAEFIRADSPEPPIN PRIV FE I TR AP IR IRBINIE PN NI INIEORARNNIVPITTRNEINISPaN.

NomorTelepon/E-mail  i.ccivioiion. ceederenetissnnnnes ,
Rincian Pengaduan = :.......... essreenensiissasainasesiasersnraarannas e

' Karanganyar, ........... 20,0000
Petugas Pelayanan Publik =~~~ Pelapor -

: (Penen’ma Pengaduan pe}layanqn) S (Masyarakat y a}ng menga }u‘)

(sivernernomnsenrennnnsnecaens Vevenens ) (veereerenererenneeesiermunernnieenans)

Nama dan Tanda Tangan o ‘Nama dan Tanda Tangan



© E-TANDABUKTI PENERIMAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

L

- KOP SURAT PENYELENGGARA PELAYANAN

 PENERIMAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

¢

Telah terima dari pengguna layanan publik:

Pemberitahuan pengaduan E e

" Yang Menerima

. { -------------------------------------------- ) .

 NemadanNIP




